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BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai reformasi 

pelayanan publik berbasis online pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan 

Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Kepulauan Meranti sesuai 

dengan teori Eko Indrajit maka dapat peneliti ambil kesimpulan bahwa: 

 Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja 

Kabupaten Kepulauan Meranti sudah berupaya untuk melakukan reformasi 

pelayanan publik berbasis online dengan memberikan kemudahan akses layanan 

kepada masyarakat melalui inovasi pelayanan dengan melakukan layanan mobil 

keliling sehingga masyarakat yang mengurus perizinan tidak perlu datang 

langsung ke Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga 

Kerja Kabupaten Kepulauan Meranti, masyarakat cukup menghampiri tempat 

beroprasinya mobil keliling, dan dengan adanya pelayanan terpadu satu pintu 

dapat lebih menyederhanakan dan memudahkan proses pengurusan pelayanan 

perizinan yang sebelumnya untuk mengurus perizinan harus berurusan kedinas 

terkait tetapi setelah adanya pelayanan terpadu satu pintu masyarakat cukup 

berurusan dengan dinas Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

dan Tenaga Kerja Kabupaten Kepulauan Meranti. 
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Selain itu, Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan 

Tenaga Kerja Kabupaten Kepulauan Meranti juga melakukan peningkatan 

transparansi dan pertanggungjawaban dalam urusan pemerintahan yaitu berupa 

penyampaian scara langsung dan tertulis mengenai pengurusan perizinan kepada 

masyarakat sehingga masyarakat dapat dengan mudah mengakses informasi 

terkait perizinan kemudian untuk meningkatkan pertanggungjawaban dalam 

urusan pemerintahan dilakukan dengan upayan memberikan saranan dan 

prasarana playanan yang memadai dan nyaman bagi masyarakat dan menjalankan 

tugas sesuai aturan aturan yang berlaku. 

Dan upaya yang dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal Pelayanan 

Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Kepulauan Meranti dalam 

meningkatkan pertanggung jawaban pemerintah berupa menyediakan sarana dan 

prasarana yang memadai untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat 

sehingga masyarakat yang mengurus perizinan merasa nyaman dalam melakukan 

urusan di Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga 

Kerja Kabupaten Kepulauan Meranti yang mana sebelumnya sarana dan prasarana 

di Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja 

Kabupaten Kepulauan Meranti masih kurang dalam menyediakan sarana 

pelayanan seperti AC, TV dan kursi diruangan pelayanan. 

Kemudian untuk mewujudkan reformasi pelayanan publik berbasis online di 

Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja 

Kabupaten Kepulauan Meranti juga berupaya untuk melakukan pengurangan 

waktu dan uang yaitu berupa melakukan pelayanan perizinan dengan cepat yang 



95 
 

sebelumnya untuk pengurusan perizinan harus sesuai dengan standar oprasional 

prosedur tetapi sekarang untuk penyelesaian perizinan bisa lebih cepat dari 

standar oprasional prosedur yang telah ditentukan asalkan semua persyaratan 

lengkap.  

B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan yang peneliti kemukakan diatas, maka peneliti 

akan menyampaikan saran-saran sebagai bahan masukan bagi Dinas Penanaman 

Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Kepulauan 

Meranti untuk melakukan reformasi pelayanan dari sistem manual menjadi sistem 

berbasis online karena Perizinan online ditujukan sebagai sistem yang dapat 

memperkuat mutu layanan dengan tujuan mendekatkan izin kepada pengaju 

sehingga proses perizinan lebih mudah, cepat, akurat, serta menghindari praktik 

calo, pungutan liar dan negosiasi dalam pengurusan perizinan. Melalui sistem 

online juga masyarakat bisa melihat SOP penyelesaian pembuatan izin, bisa 

diakses via Online. Jadi masyarakat bisa melihat kejelasan waktunya. E-

government membuat pelayanan pemerintah lebih nyaman, akses publik yang 

lebih besar untuk informasi, dan akuntabilitas pemerintah yang lebih untuk warga 

pemerintah hemat biaya. 


